





A. Latar Belakang Masalah 
 Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa berupa 
kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, perairan, maupun 
di udara yang merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional di segala 
bidang. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan Negara Indonesia yaitu 
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial.  
Sumber daya alam  yang berada dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalam pencapaian tujuan 
negara Indonesia tersebut. Modal dasar sumber daya alam tersebut haruslah 
dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi 
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan 
manusia pada umumnya, menurut cara yang menjamin keserasian, 
keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan ekosistemnya. Agar 
pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan untuk mendukung 
pembangunan nasional dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, 
maka pengelolaan sumber daya alam diatur secara konstitusional dalam Pasal 
33 ayat (3)  UUD Negara RI 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa “ bumi dan 
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep 
penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut merupakan landasan 
konstitusional pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang memberikan 
pengertian bahwa pasal tersebut menekankan kepada tanggung jawab negara 
atas kesejahteraan rakyat melalui pengaturan dan pengelolaan bumi, air dan 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar dapat dimanfaatkan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam kemudian 
diimplementasikan ke dalam undang-undang yang terkait dengan sumber daya 
alam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) secara tegas menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa bumi, air, 
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagi organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat. Hak menguasai negara memberikan wewenang untuk :  
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
Menurut Boedi Harsono, dalam UUPA, yang dimaksud dengan agraria 
mempunyai arti yang sangat luas ialah meliputi bumi, air, dan kekayaan alam 
di dalamnya. Berdasarkan luasnya arti agraria seperti tersebut di atas, maka 
hukum agraria dalam UUPA merupakan suatu kelompok berbagai bidang 
hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-
sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria sebagai yang 
diuraikan di atas. Adapun kelompok-kelompok tersebut antara lain : 
1. Hukum tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti 
permukaan bumi. 
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air. 
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-
bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok 
Pertambangan. 
4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam 
yang terkandung di dalam air. 
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5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa 
(bukan “space law”), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-
unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.
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Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan pelaksana 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI 1945), mempertimbangkan 
bahwa negara tidak perlu bertindak sebagai pemilik tanah, hanya terbatas 
sebagai pihak yang menguasai tanah. Hak menguasai negara atas tanah 
memperoleh  legitimasi  dikarenakan  status negara sebagai pencerminan dari 
organisasi kekuasaan bangsa yang mengemban tugas yang sama berupa hak 
dan kewajiban yang berasal dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Legitimasi hak menguasai negara diperoleh dari sifat organisme negara 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat serta eksistensinya sebagai negara 
berdasarkan kedaulatan negara. Konsekuensinya, hak menguasai dari negara 
ini merupakan hak yang tertinggi, yang berarti hak-hak atas tanah yang lain 
berada di bawah hak menguasai. Akibat selanjutnya adalah apabila negara 
menghendaki untuk menguasai tanah yang sudah dibebani dengan hak-hak 
lain, maka hak-hak lain ini harus dikalahkan.
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Hutan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan harta kekayaan 
bangsa dan Negara Indonesia yang diatur oleh pemerintah, memberikan 
kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib dijaga, ditangani, dan 
digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara 
berkesinambungan, seperti yang tercantum di dalam konsideran Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 
telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
                                                          
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria  Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria,  Isi dan Pelaksanaannya, jilid 1, Hukum Tanah Nasional, edisi revisi, 
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Kehutanan menjadi Undang-Undang  (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Kehutanan) yaitu: 
“bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa 
yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang 
dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, 
karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta 
dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi 
generasi sekarang maupun generasi mendatang.” 
 
 Kedudukan hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga 
kehidupan telah memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Hutan 
mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, 
yaitu sebagai paru-paru dunia, dimana keseimbangan hutan di suatu wilayah 
saja mampu membawa implikasi secara besar di tingkatan dunia.
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Keberadaan 
hutan bukan hanya sebagai penyangga ekologi dunia akan tetapi juga sebagai 
penyangga ekonomi rakyat atau penduduk setempat, di mana hutan tersebut 
berada. Artinya selain fungsi ekologis yang melekat, hutan juga memiliki 
fungsi ekonomis. 
 
Hutan sebagai modal pembangunan nasional telah memberikan 
manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia , baik 
manfaat ekologis, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan 
dinamis. Ketiga manfaat ekologi, sosial dan ekonomi merupakan tiga pilar 
manfaat penting yang dapat diperoleh dari hutan. Hutan dapat dikatakan 
sebagai sumber daya alam yang memiliki arti strategis,
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 dimanfaatkan untuk 
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Hutan dapat diandalkan untuk 
mempelopori suksenya cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pemeliharaan 
hutan merupakan usaha yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan 
kelestarian alam semesta yang akan menjamin kesejahteraan manusia. 
Eksistensi hutan harus dijaga dan dikelola secara terus menerus agar tetap 
abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, 
transparan, potensial serta bertanggung jawab. 
                                                          
3  Zain, As., Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 9 




Berdasarkan norma hukum yang baik dan benar serta ditujukan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, negara menjalankan wewenangnya atas 
penguasaan dan pengelolaan hutan. Noer Fauzi mengatakan penguasaan hutan 
oleh negara bukan merupakan kepemilikan sebagaimana konsepsi Domein 
Velkraring   yang  ada yang  ada pada zaman pemerintahan kolonial Belanda.
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Penguasaan hutan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Kehutanan yang 
menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenai pengelolaan hutan 
diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan bahwa 
pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b 
meliputi kegiatan : 
1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; 
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan; 
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 
Negara c.q. Pemerintah melimpahkan pelaksanaan penguasaan dan 
pengelolaan hutan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perum 
Perhutani berdasarkan asas penyelenggaraan kehutanan.  Asas 
penyelenggaraan pengelolaan hutan sangat jelas tertera dalam Pasal 2 Undang-
Undang Kehutanan, di mana penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan 
manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan 
keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan tersebut bertujuan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat yang berkelanjutan dan berkeadilan.  
Perum Perhutani dibentuk berdasarkan ketentuan yuridis Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) 
Kehutanan Negara, sebagaimana telah mengalami perubahan dari peraturan-
peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 
tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Peraturan 
                                                          
5  Noer Fauzi, Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 72 
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Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi 
Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). 
Maksud dari didirikannya perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan 
usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang 
berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip 
pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.  Perum 
Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai karakteristik khusus 
karena sebagai badan usaha Perum Perhutani ditujukan untuk mencari 
keuntungan,  sementara sebagai badan hukum publik, Perum Perhutani 
mengemban misi pemerintah mensejahterakan rakyat, khususnya di sekitar 
wilayah hutan.   
Dasar hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan dari 
pemerintah kepada Perum Perhutani yaitu : 
1. Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Kehutanan, dalam hal ini 
pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta 
kondisi sosial dan lingkungan yang sangat terkait dengan kelestarian hutan 
dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan 
pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan di wilayah 
tertentu dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang bergerak di bidang kehutanan baik berbentuk Perusahaan Umum 
(Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan) maupun Perusahaan Perseroan 
(Persero) yang pembinaannya di bawah Menteri.  
2. Pasal 4 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan 
Hutan. Pemerintah  dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) bidang kehutanan. 
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3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan 
Umum (Perum) Kehutanan Negara. Pemerintah melanjutkan penugasan 
kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan negara yang 
berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa 
Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik.  
Perum Perhutani memiliki wilayah kerja Divisi Regional Pengelolaan 
Hutan dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Surakarta sebagai salah satu KPH yang berada di bawah Divisi 
Regional Perum Perhutani Jawa Tengah,  mengemban tugas menjadi pengelola 
hutan lestari di wilayah Karesidenan Surakarta untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD Negara RI 1945, 
UUPA dan Undang-Undang Kehutanan. Pengelolaan sumber daya hutan  
adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya 
hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan kawasan hutan, serta 
perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam.
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  Perum Perhutani 
sangat memperhatikan hubungan timbal balik antara manfaat hutan dan 
lingkungannya. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH Surakarta 
meliputi kegiatan pekerjaan penanaman, pemeliharaan, perlindungan terhadap 
kebakaran, perlindungan terhadap penggembalaan hewan, perlindungan 
terhadap pencurian dan pelanggaran lainnya, perlindungan terhadap hama, 
perlindungan terhadap bencana alam dan suaka alam, pemungutan hasil hutan, 
serta penyelesaian permasalahan sengketa tanah kawasan hutan, yang 
merupakan bentuk pengelolaan hutan secara kesatuan.
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Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta (KPH) di dalam proses 
pengelolaan hutan  tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan pengelolaan hutan tersebut. Berbagai macam 
bentuk konflik dapat ditemukan dalam praktek pengelolaan hutan, antara lain 
                                                          
6
 Perum Perhutani, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, Perum Perhutani, 
2001, hlm. 3 
7
  Seksi Perencanaan Hutan II Yogyakarta, Sejarah dan Data Jangka Perusahaan Buku AI, Perum 
Perhutani, 1995, hlm. 1 
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adanya klaim-klaim sepihak terhadap kawasan hutan yang diidentifikasi oleh 
pihak lain (instansi, badan hukum, atau masyarakat) sebagai tanah-tanah bekas 
hak-hak barat seperti eigendom dan atau hak erfpacht, atau dianggap sebagai 
tanah-tanah bekas hak-hak adat, atau dianggap sebagai “tanah negara bebas” 
yang kemudian dapat dirambah, diduduki, digarap, serta dimohonkan hak atas 
tanah itu (disertipikatkan). Konflik-konflik yang berhadapan dengan 
masyarakat tersebut dapat berpotensi menjadi sengketa. Hal ini disebabkan 
karena adanya tumpang tindih kepentingan antara masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada hutan dan KPH Surakarta sebagai pengelola 
kawasan hutan. 
Permasalahan tentang sengketa tersebut sebenarnya sudah ada sejak 
puluhan tahun yang lalu, akan tetapi cenderung meningkat dari masa ke masa 
dan terakhir eskalasinya semakin tinggi seiring dengan bergulirnya era 
reformasi dengan berbagai eksesnya.
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 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Surakarta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hak negara karena 
merupakan bagian dari tugas perlindungan hutan. Berbagai permasalahan 
dalam pengelolaan hutan itu muncul karena belum semua pihak memahami 
tentang kedudukan hukum kawasan hutan, atau belum mengetahui masalah-
masalah yang berkaitan dengan hukum agraria kehutanan. Selain itu 
karakteristik wilayah kerja KPH Surakarta yang berada pada pulau yang 
sangat padat penduduknya, dengan segala dinamika sosial, ekonomi, dan 
politiknya juga telah membawa implikasi berupa tekanan yang cukup besar 
terhadap kawasan hutan itu sendiri. 
Penanganan konflik kawasan hutan akan berdampak positif tidak hanya 
pada membuka akses kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga kurangnya 
kerusakan dan deforestasi hutan. Terdapat dua tempat yang dapat menangani 
konflik tanah di kawasan hutan, yaitu Steering Committee (SC) Konflik pada 
Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan Tim Resolusi Konflik yang dibentuk 
                                                          
8 Bambang Eko Supriadi, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, 




oleh Menteri Kehutanan. Dewan Kehutanan Nasional merupakan lembaga 
yang berisi para pemangku kepentingan di wilayah kehutanan yang berisi 
pemerintah, Non Goverment Organization (NGO) atau organisasi non 
pemerintah, masyarakat, pengusaha dan para pakar yang dipilih dalam kongres 
kehutanan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan.  
 Penelitian tentang pengelolaan tanah kawasan hutan sebelumnya 
pernah dilakukan yaitu :  oleh Handoyo Cipto, S.H., dalam tesis pada Program 
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul 
“Implementasi UU No. 41 Tahun 1999 Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa 
Hutan dalam Pengelolaan dan Menjaga Kelestarian Hutan (Studi Kasus KPH 
Banyumas Timur)”. Penelitian hukum ini menganalisis tentang implementasi 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dampaknya 
terhadap pembinaan masyarakat desa hutan dalam menjaga kelestarian hutan 
di Desa Ketenger  Kecamatan Baturaden wilayah KPH Banyumas Timur dan 
kendala yang timbul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999.  
Penelitian selanjutnya oleh Arief Budiono dalam tesis pada Program 
Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan 
judul “Kebijakan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan 
dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat”. Penelitian hukum ini menganalisis 
tentang tujuan dari kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang 
dilaksanakan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan dan 
upaya yang ditempuh dalam pencapaian tujuan tersebut.  
Taqwaddin dalam desertasinya pada Program Doktor Ilmu Hukum 
Universitas Sumatera Utara Medan, juga merupakan penelitian yang relevan  
dengan judul “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat 
Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”. Penelitian hukum ini menganalisis 
tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan dan 
masyarakat hukum adat, kondisi karakteristik hutan Aceh dan kebijakan 
10 
 
kehutanan di Provinsi Aceh, serta penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh 
masyarakat hukum adat Aceh (Mukim).  
Penelitian terkait juga dilakukan oleh Abu Rokhmad dalam Jurnal 
Walisongo, Volume 21 Nomor 1, Program Studi Sosial Keagamaan Institut 
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Sengketa Tanah 
Kawasan Hutan dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh”. Penelitian hukum ini 
mengenalisis tentang  sengketa tanah kawasan hutan di Kabupaten Blora dan 
resolusi sengketa yang dilakukan dari tinjauan fiqh. 
Penelitian-penelitian hukum di atas terdapat perbedaan dengan 
penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis meneliti tentang 
efektifitas ketentuan penguasaan dan pengelolaan tanah kawasan hutan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta, 
kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi 
kendala-kendala tersebut. Penelitian tentang penguasaan dan pengelolaan 
tanah kawasan hutan oleh KPH Surakarta belum pernah dilakukan. Untuk itu 
penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana KPH Surakarta 
sebagai korporasi melakukan pengelolaan tanah kawasan hutan dengan 
mensinergikan fungsi manusianya, ekologisnya dan ekonomisnya (people, 
planet, dan profit) secara berimbang  untuk kepentingan pengelolaan sumber 













B. Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah ketentuan mengenai penguasaan dan pengelolaan tanah  kawasan 
hutan  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan berlaku efektif di Perum Perhutani KPH Surakarta? 
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Perum Perhutani KPH Surakarta 
dalam pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan tanah kawasan hutan? 
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Perum Perhutani KPH Surakarta dalam 
mengatasi kendala-kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan penguasaan 
dan pengelolaan tanah kawasan hutan? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab semua permasalahan yang 
telah dituangkan dalam rumusan masalah di atas yaitu : 
1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas ketentuan mengenai 
penguasaan dan pengelolaan tanah kawasan hutan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di 
Perum Perhutani KPH Surakarta. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Perum 
Perhutani KPH Surakarta dalam pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan 
tanah kawasan hutan . 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan Perum 
Perhutani KPH Surakarta dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 








D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan  dapat menambah wacana bagi 
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria kehutanan 
pada khususnya. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Perum Perhutani KPH Surakarta, mendapatkan bahan kajian yang 
bermanfaat untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan di dalam 
pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan tanah kawasan hutan yang 
telah berjalan. 
b. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman yang berkaitan 
dengan penguasaan dan pengelolaan tanah dalam kawasan hutan oleh 
Perum Perhutani KPH Surakarta. 
 
